WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka perubahan tugas dan
kewajiban Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Jogja perlu
menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Yogyakarta tentang
Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Jogja

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 859);



Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah  Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
50722);

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lemabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 5340);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Badan layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun
2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTATENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  TEKNIS
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun
2011tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogjadiubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jogja.

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta.

7. Direksi adalah Pejabat pengelola rumah sakit yang terdiri dari
Direktur dan Wakil-Wakil Direktur.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jogja.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan perangkat Kerja Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
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mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan
BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untukmenerapkan  praktek-praktek bisnis yang
sehatuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

11. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan
terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan
Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi
persyaratan dan peraturan yang berlaku.

12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran
tugas Dewan Pengawas.

13.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan
tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.



3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewanpengawasberkewajiban:

a. Memberikan pendapatdan saran kepada kepala daerah
mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;

b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan
pendapatserta saran kepada kepala daerah mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. Melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD;

d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam
melaksanakan pengelolaan BLUD;

e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan
maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-
catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola
BLUD; dan

f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan
Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan
Ketua Dewan Pengawas.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan
Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas

(3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Direkturdiadakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas
undangan Ketua Dewan Pengawas.

(4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi
dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan



Pengawas atau atas permintaan Direktur.
(5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa
alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
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TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 38



